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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU

Menimbang

Mengingat

DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk
melakukan pelunasan pajak terutang dan sebagai
upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli
daerah diperlukan instrumen kebijakan perpajakan
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2)
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah diberi
wewenang untuk mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang
perlu menetapkan Penghapusan Sanksi Administrasi
Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam
Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016, Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN : -

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU
DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam
tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.



7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

9. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau
pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa
denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan
sebagai akibat keterlambatan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P2}.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai landasan hukum penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda yaitu
untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak
guna penyelesaian kewajiban perpajakan daerah
dengan melakukan pembayaran pajak terutang atau
tunggakan pajak tanpa  dikenakan = sanksi
administrasi yang dilaksanakan dalam waktu
tertentu.

(2) Kriteria wajib pajak yang diberikan penghapusan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah wajib pajak yang karena
kekhilafannya atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3
Penghapusan Sanksi Administrasi bertujuan :

a. mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak daerah ;



b. mengoptimalkan upaya penerimaaan pendapatan
asli daerah dari sektor pajak daerah.

c. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-
P2.

BAB II
SASARAN

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berupa
bunga dan/atau denda diberikan kepada wajib pajak
yang belum melakukan pembayaran pajak terutang
atas PBB P2 sampai Tahun 2020.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhitung sejak
tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini
sampai tanggal 31 Agustus 2021.

(2) Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

(1) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan apabila
Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok
PBB P2 pada tahun pajak berkenaan.

(2) Pembayaran pokok PBB P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui Bank Jatim baik di Unit,
Cabang, maupun yang berada di Mall Pelayanan
Publik di Jalan Lamongrejo Nomor 120 Lamongan.

(3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sanksi administrasi dihapus secara
otomatis melalui Sistem Informasi PBB P2.



Pasal 7

Kepala Bapenda melaporkan penghapusan sanksi
administrasi PBB P2 kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 19

A5 jéal'irlaﬁ!{f)sfc:,s_uai dengan aslinya
4 KEPALA;‘:BAGIAN HUKUM,

—. JOKO NURSIYANTO
N‘Tﬁ 9680114 198801 1 001




